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Soal Antrean Haji Di Semua Provinsi

Jangan Ada Yang Dirugikan

Senayan mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah
(Kemenhaj) agar berhati-hati dalam melakukan
penyeragaman masa tunggu jemaah haji menjadi sekitar
26-27 tahun untuk semua provinsi di Indonesia. Pastikan
tidak ada pihak yang dirugikan.

ANGGOTA Komisi VI DPR
Aproei Alam menilai. penye-
agaman antrean jemazh haji
P.lpl.ll ||1| se-

i LcJuLn.Naullun
jakan o memerlukan ka-
1 secara mendalam dan juga
langkah strategs r1duk ada
pituak- pihk vang dimgiban
“Kehijakan penyeragaman an-
treen 1 selanas deniran semangal
keadilan dan pemnerataan yang
diamanathan dalam undang-
undanyg . tegas Apmoi dalam ke-
terangannya, Rabu (1/10/2015),
Diketashui, Kementerian Hagi
dan Umrah (Kemenhaj) akan
micrombak sislem antrean haji
vang berjalan sekarang dan akan
memukul rala masa anirean haji
i selurub provinsd rata-rata 26
tahun. Alasannya, mla ketidabse-
suaian pembagian kuota haj antar
provinst dengan Undang Undang
yanyg berlaku. Dengan ket
in. ekt antrean jemaah hupi aban
sarmia dlari Awceh sampai Papua.
Aprogi berkeyakinan bila ke-
bipakan ini diterapkan. aban men-
jawah heresahan dari jemaah di
davrah terentu dengan anlrean
paang yang merasa haknya dak
selara dengan doerah luin. “Im
adalah momentum ook mem-
perbaiki sistern vang selama il
dizamgrpap tmpang.” Endasnya
Namun, dia menging
pnErapn kebijakan i ini tidak
~.LdLr]1.1r|.| dan penuh dengan

kan.

tntangan. Schab akan menim-
bulkan dampak di dua sisi. Di
salu sisi, menavarkan Keadilan
prosedural. Tapi di sisi lain. akan
berpotensi menimbuken Keyutan
dam ketidakadilansubstantif bagi
julsan calon jemauh vang telah
lauma mengantee dengan chspek-
tusi berdasarkan sistem lumna.
Untuk it Aprosd memapirkin
beberapa poin vang harus men-
judi perhanian serius Pemennuah,
Antara lan: potensi lerjadinya
penyesuaian puksa bagi dacrah
amtrean pendek. Provinsi
el inl owerrul ik pmasa fung-
pu 10-15 b ahan mengalami
lomjukan masa lungew secar
drastis menjadi 26-27 1ahun.
Kebijukan int bisa meninthul-
kan kekecewaan dan rasa tdak
adil dari calon jemaah di daerah
tersebul yany leluh mempersiap-
kan sejak lama, “Jadi Pemerin-
tih harus menyiaphan shenario
komunikasi publik vang sangat
baik untuk hal mi” saran poli-
kus Golkar .
Sedangkan bagi d
Jawa Baral (Jabar) ¢
ngach iJateng ), kebi
ahan me :
Meski positif, hal ini harus di-
iringi dengzan kesiapan infrastruk-
lur pm.l:lllar.m. pembinaan. dan
pelayanan yung memadai untuk
mienangani Kuola vang mungkin
uhan bergerak lebih cepat.
“Kebijakan i tidak seria
merla menambah kusa Indone-

Aprozi Alam

st yamy Telap berdasarkan per-
hitungan populast global " Kal
Al asal Ln.l]'l'lll'l]]'l%' I[ll ]

Dha mendesak Pemerintak
miemasiikan kebijbkan int tidak
malah mengirangi kuota In-
donesia secara keseluruhan.
Diplomas: yang kuat den
Pemerintah Arab Saudi tetap
menjadi kunci uniuk memper-
tahankan dan jika memung-
kinkan akan menambah koo
bt Indonesia

Selain 1w, lanjut Aproa. ke-
berhasilan kebijakan in s-
ngal bergantung pada intey)
dan akurasi data tnggal antar
prowinsd. Kementertan Hagi dan
Ulmruh harus memastikan sistem
database haji terpadu Iumr-hl:
mar siap. akuratl. dan trans
untuk mrencegah manipulasi data
dan memastiban perpindahan
antrian b an mulus.

Fomisi VI DPR. kuta Aprog,
akan mendorong Kemenle

legs

Haji dan Umrah untuk segema
membual pemetsan dampak vang
komprehensif terhadap semua
provinsi. Juga perlunya dialog

antars Perserintah Pusat{Pempu .

Pernermtah Duerah (Pemda). dan
DPRD untuk mensosialisasikan
kebipakan inn dan menampung
aspirasi masyarkat.
Pemerimuh dan DPR, len-
jutnya. bertugas memastiban
julan menuju keadilun it ddak
menimbulkin luka baru. Man
sammbut dengan pikiran erbuka,

“Tapi kita ¥awal dengan sikap

krts dan responsif itk me-
lindung? hak- h.LL calon pemaah
haji Indunesia,” imbuh Aproe.
ta Komisi VIII DPR
Andriany Gantina me-

Selly

nambahkan, pembahasan Pani-
ta Kerja (Panja) Haji akan

rerit bekerja setelah terbenuk.
Apalagi. Kementerian Haji dan
Umrith telah melakukan Lr.mhh.:
sehesar Rp 2.7 teiliun sebags
pembayaran awal ke Pemer th
Arab Saudi.

Pembayaran itu dilakukan ka-
rena adu lenggat layanan, seperti
tenda, lrmnsporast, dan akomo-
air dan Armuzna.

ami menvepakati ini agar
tiduk kehilangan posist strategis
di Arab Saudi.” ujar Selly di
Jabarta. Rabu ¢ 1/10/2025).

Muski DPR akan memasuki
masa reses minggy depan. Kata
Selly. pembahasan Panja Haji
tetap bisa dilakukan bila menda-
pat estu ]'J'I11'|J][Id[l BPR. K.Jml

n Ib .ld:lll
ditetup-

Penveleng
\]3E‘]E[J"[T'1’hlu.| I
kan Pemerintah dan jemaah bisa
sevepatnya melahuban pelonas-

an.” kata politikus PDIP.

Menen Hapi dan
armd Iefun Yusuf
an her-
ussha membig kaouts jermaah haji
sestal dengan peraturan undang-
undang vang berlaku. Sal:
nya dengan mengrunakan dasar
antrean calon jemaah haji.

“Dengan menggunakan am-
rean ilu, maka akan terjadi
keadilan vang merata batk duri
Aceh sampai Papuu, anirean-
nya sama, 264 tahun.” imbuh
Cius Irfun sapaan akrabnva di
Gedung DPR . Senavan. Jakarta,
Selusa (H9/2025),

Dia berharap, usulan penye-
ragaman antrean jemash ]11||
|u;r|d=|'|: il dukun,
VI DPR. Dengan demika-
an. pihaknys bakal memakai
SISLEm anirean Vang sama se-
perti tahun-tahun sebelumnya
atau dipubul rata menjadi 26.4
tahun. “Mudah-mudahan dalam
wakiu sepera kits akan menda-
pat kepastian mana yang akan
Lita pakar.” Katanva.

Sehagai mnformasi. saal il ler-
i Lrli.l|Lpu.n_~.l;|11~.~i_gni|'|ku| dalam
sa funggu pemberanghatan
mtar provinst di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian
Agama (Kemenag) per akhir
2023 provins dengan kuota besar
seperii Jawa Baral menilikl masa
Tumgien ying sangal pjang. men-
capai 3040 tabun,

Sementan, eberapa provinsi
di Idone sepert Papua
Barat. mem il ymyg
relatil lebih singhat. di bawah 13
Lithun. Perbedian imi terpacdh karena
sistem kuota haji berdasarkan

ast mushim (110007 dan
an anlrean yang diatur
musing-masing daersh. @ TIF
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